BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7| TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan dengan berlakunya Peraturan
Bupati Banyumas terkait dengan evaluasi
kelembagaan, telah dilakukan penataan
nomenklatur  jabatan pelaksana dan
fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas melalui Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019
tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyumas ;



Mengingat

b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan

pegawai di setiap perangkat daerah, Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2017);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis
Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah Berita Negara Republik
Indonesai Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1502);



Menetapkan

11.

12.

13,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1273);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten = Banyumas (Berita  Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
8 TAHUN 2019 TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANYUMAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8

Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8) diubah pada

ketentuan Pasal 13 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

a.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas



sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;



Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang



aa.

bb.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



cc. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Kecamatan yang dalam wilayah kerjannya terdapat desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

ee. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Kecamatan yang dalam wilayah kerjannya terdapat
Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

ff. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada
Kecamatan yang dalam wilayah kerjannya terdapat desa
dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 3 1 DEC 2019

No.| JABATAN |P&4RAF

BUPATI BANYUMAS,

| l M,__
2. | feraun , B
{ )

ACHMAD HUSEIN




